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Codex Alimentarius Commission

• Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menekankan peraturan pangan yang berkaitan dengan

perdagangan internasional harus berbasis ilmiah (berdasarkan ilmu pengetahuan) dan analisis risiko.

• Perjanjian tentang Penerapan Tindakan Sanitasi dan Fitosanitari (Sanitary and Phytosanitary Measure,

SPS) mengarahkan negara-negara untuk memastikan tindakan sanitasi dan fitosanitari didasarkan pada

analisis risiko terhadap kehidupan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan.

• Tiga lembaga dunia bertugas mengembangkan standar terkait dengan kehidupan dan kesehatan manusia,

hewan dan tumbuhan yang merupakan objek dari perjanjian SPS ini adalah:

– Codex Alimentarius Commission (CAC) untuk kesehatan manusia.

– International Plant Protection Convention (IPPC) untuk kesehatan tanaman.

– Office International des Epizooties (OIE) untuk kesehatan hewan.

• CAC adalah suatu orgnanisasi antar pemerintah didirakan oleh FAO dan WHO dengan tugas

melaksanakan program untuk pengembangan standar pangan.



1. Standar Codex

• Standar yang dikembangkan dan ditetapkan oleh codex

mecakup standar untuk semua pangan utama, baik yang

diproses, setangah diproses, atau mentah, untuk didistribusikan

kepada konsumen.

• Tugas CAC dalam melakukan proses pengembangan yaitu

melindungi kesehatan konsumen dan memastikan terjadinya

praktik adil dalam perdagangan pangan.



Berbagai luaran codex, yang secara umum sering disebut sebagai Standar Codex





• Berdasarkan perjanjian SPS, standar codex

mempunyai status khusus yaitu diberlakukan sebagai

acuan/referensi untuk harmonisasi internasional.

• Dalam hal ini, stadar codex berfungsi sebagai dasar

untuk memandu penyelesaian sengketa perdagangan

internasioal.



2. Analisis Risiko dalam Pengembangan Standar Codex

• Dalam rangka analisis risiko, CAC berbeperan

melaksanakan fungsi manajemen risiko, yang outputnya

adalah standar.

• CAC (sebagai manajer risiko) meminta pendapat dan

rekomendasi ilmiah kepada lembaga pengkaji risiko

yang dilakukan oleh FAO dan WHO.

• FAO dan WHO melakukan kajian dengan membentuk

suatu komite ahli, yang dirancang sesuai dengan

kepentingan pengembangan standar.

• Sampai saat ini, pelaksanaan pengembangan standar

Codex didukung oleh komite ahli untuk memberikan
pendapat dan saran ilmiah kepada Codex. Pelaksanaan analisis risiko di Codex



Komite ahli yang dibentuk oleh FAO/WHO





3. Tahapan Pengembangan Standar

Berdasarkan pendapat dan rekomendasi komite ahl FAO dan WHO, pengembangan

standar dilakukan oleh komite codex yang mempunyai tugas masing-masing berdasarkan

lingkup standar yang dikembagan



• CAC akan menugaskan komite codex

yang sesuai bergantung dari ruang lingkup

standar yang akan dikembangkan.



• Terdapat satu Komite Eksekutif (CCEXEC) yang bertugas sebagai organ

Eksekutif dari CAC. Secara khusus CCEXEC dapa membuat proposal

kepada CAC mengenai orientasi umum, rencana strategis dan penyusunan

kerja CAC.

• CCEXEC melaksanakan pengolahan program Komisi pengembangan

standar dengan melakukan tinjauan kritis terhadap:

i. Proposal yang diajukan untuk melakukan pengembangan standar.

ii. Memantau kemajuan pengembangan standar yang sedang berlangsung.

• Setiap negara anggota codex dapat membuat proposal untuk

pengembangan standar baru atau merevisi standar yang lama.



Secara total, proses  umum pengembangan standar ini terdapat 8 tahap sebagai berikut:





4. Pengembangan Codex di Indonesia

• Codex Indonesia adalah suatu wadah yang dibentuk untuk mengkoordinasikan kegiatan

Codex di Indonesia dan mempunyai tugas pokok mengidentifikasi, membahas dan

menetapkan kebijakan serta posisi Indonesia di forum CAC.

• Keanggotaan organisasi codex Indonesia ditetapkan melalui keputusan kepala BSN selaku

ketua komisi nasional codex Indonesia.



Struktur Organisasi Codex Indonesia



Komisi nasional codex mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Kebijakan makro penanganan codex Indonesia

b. Kebijakan dalam penetapan posisi Indonesia

c. Kebijakan dalam penetapan program kerja, termasuk program

pemanfaatan kerjasama terkait kegiatan codex dan tindak lanjut

hasil sidang codex

d. Kebijakan dalam penetapan atau perubahan koordinator mirror

committe



Kelompok kerja codex Indonesia diketuai oleh salah satu anggota kelompok kerja codex

Indonesia dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Membuat rencana makro penanganan codex Indonesia.

2. Menyusun rencana kerja tahunan dan mengevaluasi hasilnya.

3. Mengidentifikasi program kerjasama codex yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia.

4. Membahas hal-hal teknis terkait isu penting yang dibahas dalam forum codex

termasuk hasil sidang codex.

5. Melakukan verifikasi rancangan posisi Indonesia untuk sidang codex bila diperlukan.

6. Melakukan kaji ulang pelaksanaan pedoman penanganan codex indonesia dan

hasilnya dilaporkan kepada komisi nasional codex Indonesia untuk tindak lanjutnya.



• Koordinator mirror committe dijabat dari instansi pemerintah yang terkait yaitu kementerian

pertanian, kelautan dan perikanan, perindustrian, perdagangan, kesehatan, BPOM dan BSN.

• Tugas dan fungsi koordinator mirror committe adalah:

1. Membuat pembahasan dalam rapat mirror comitte.

2. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembahasan teknis substansi yang akan,

sedang dan telah dibahas dalam sidang codex.

3. Mensosialisasikan hasil sidang sesuai bidang mirror committenya.

4. Mengelola dokumentasi kesekretariatan mirror committe.

• Sekretariat Codex Contact Point mempunyai tugas dan fungsi sebagai penghubung antara

sekretariat codex dan pemerintah Indonesia serta mengkoordinasikan kegiatan codex yang

relevan di Indonesia.



Thanks
for your attention
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